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ABSTRACT

In today's modern era, custody which is the consequence of divorce is an important thing to study.
Children as victims are forced to know the problems of their parents and children are also forced
to join one of their parents in their care. This research uses field research methods from the results
of data and interviews with judges of the Religious Court. Based on data that the author can field,
the Sleman Religious Court's decision in 2017 regarding the case of child custody (hadhanah) fell
to the mother 100% (one hundred percent) based on the judgments of the Court judge. Legal
considerations in resolving child custody cases need to be known that judicial power produces
quality decisions based on positive legal rules and Islamic law in effect in the country of Indonesia.
In this case, the Judge of the Sleman Religious Court stated that the case of child custody is solely
for the benefit of the child in the future so that they can avoid famine.

Keywords: Judge Considerations, Custody Rights (Hadhanah)

PENDAHULUAN Perkawinan bukanlah hanya sekedar urusan
Dalam pandangan hukum Islam nikah yang  keperdataan semata, bukan pula sekedar

artinya persetubuhan (coitus) atau akad nikah.! ~ urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa
Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,. 1989), Cet.-3, 29.
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masalah dan peristiwa agama, oleh karena
perkawinan itu dilakukan untuk memenunhi
perintah Allah dan Sunnah Nabi dan
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan
petunjuk  Nabi.? Perkawinan merupakan
perjanjian perikatan antara seorang laki-laki
dengan  seorang  perempuan  untuk
melaksanakan kehidupan suami istri, hidup
berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai
dengan ketentuan syariat.> Di Indonesia telah
diberlakukannya aturan Perkawianan yang
telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai pasangan suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.*

Tujuan perkawinan dalam Islam untuk
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
itu sendiri, berhubungan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan dalam rangka
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia
dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk
memperoleh keturunan yang sah dengan
mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah
diatur oleh Syari’ah.> Namun tidak sedikit

2Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan
Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 48.

3Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam
tentang Perkawinan, (Jakarta :Bulan Bintang,.
1987), 8

4Lihat Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan”.

perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan
Agama Sleman, baik perkawinan yang masih
muda ataupun sudah tua sering terjadinya
perselisinan antara kedua belah pihak antara
suami dan istri, mulai timbul ketidak cocokan
di antara kedua belah pihak yang memiliki
sebab-sebab dan akibatnya yang berbeda-beda,
dan upaya-upaya perdamaian telah dicoba oleh
kedua belah pihak maupun keluarga. Namun
tidak membawa hasil yang maksimal sehingga
pada akhirnya tidak ada jalan keluar yang dapat
ditempuh selain dengan jalur perceraian.
Pemutusan ikatan perkawinan tentu adanya
beberapa hal yang melatar belakangi mengapa
dilakukan.

pemutusan

pemutusan  perkawinan itu

upaya
perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar

Seharusnya  sebuah
alasan yang ringan, melainkan hal ini jalan
yang terakhir.®

Di Indonesia untuk  melakukan

pelaksanaan perceraian ini  memerlukan

putusan pengadilan guna memutuskan sebuah
perkawinan. Undang-Undang No 1 tahun
1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan tidak dapat
mendamaikan yang

pasangan ingin

SSoemiyati,. Hukum Perkawinan Islam dan
Undang-Undang  Perkawinan,  (Yogyakarta
:Liberty,. 2007), 12

8Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Fagjih,
Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103.
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bercerai.” Proses mendamaikan ini sifatnya
wajib bagi pengadilan. Suatu pemutusan
perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila
masing-masing dari  suami istri telah
melakukan upaya damai. Upaya damai ini
wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk
mendamaikan kedua belah pihak suami dan
istri  untuk tetap mempertahankan rumah
tangga yang telah dibuat® Harapan dari
adanya perdamaian adalah masing-masing
pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan
bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang
mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-
yang
dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian

pertimbangan dan alasan
adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi
suami istri untuk memutuskan hubungan
pernikahan.®
Perceraian

dapat  mengakibatkan

berbagai permasalahan. Diantaranya di
samping adanya gugatan perceraian itu
sendiri,*® apabila jatuhnya putusan perceraian
maka akan timbul perkara baru yaitu masalah-
masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya
gugatan cerai tersebut, diantaranya seperti
masalah pembagian harta bersama, dan jika
memiliki keturunan timbul pula permasalahan

tentang siapa yang lebih berhak untuk

"Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 39 ayat (1).

8Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-
Undang Hukum perdata, (Jakarta : 2006), 549.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim
Faqih, Hukum Perkawinan..., 105.
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melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap
anak tersebut.*

Persoalan hak asuh penting untuk dikaji
dalam persoalan ini, karena hak asuh anak
adalah hak yang timbul akibat permohonan
perceraian antara suami dan istri berdasarkan
putusan pengadilan. Hak asuh anak ini
biasanya terjadi jika antara pasangan suami dan
istri telah bercerai. Kedua belah pihak suami
dan istri yang telah bercerai tersebut memiliki
anak, baik anak kandung ataupun anak yang
diangkat didalam perkawinan. Hak asuh
terhadap anak biasanya dilaksanakan bila usia
anak masih memerlukan pemeliharaan (belum
mumayyiz) atau masih di bawah umur. Dasar
untuk dapat melakukan permohonan hak asuh
terhadap anak adalah pasangan suami dan istri
yang telah bercerai ini sebelumnya terikat
dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan
dicatatkan pada Negara.!? Mengasuh dan
mendidik anak adalah kewajiban bagi orang
tua. Mengasuh dan mendidik anak diwajibkan
dengan tujuan untuk dapat memelihara,
mendidik,

mensejahterakan anak hingga anak dapat

membesarkan dan

tumbuh dewasa. Kewajiban yang dimaksud
disini jelas diatur pada ketentuan peraturan

perundang-undangan. Disebut bahwa orang

0Satria  Effendi, Problematika Hukum
Keluarga Islam Kontemporer. (Jakarta: Kencana),
189.

id.

12Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.
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tua itu diwajib untuk  memelihara,
membesarkan dan mendidik anak mereka
dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak
dilakukan sampai anak dapat menjadi mandiri
(dewasa) atau telah menikah.'®* Pemeliharaan
anak tetap berlaku meskipun kedua orang tua
anak tersebut telah bercerai.!*

Ketentuan mengenai aturan penguasaan
anak dijelaskan di dalam Pasal 105 KHI yang
berbunyi:

Pasal 105:

(1) Pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya ;

(2) Pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz  diserahkan kepada
anak untuk memilih di antara ayah
atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

(3) Biaya pemeliharaan di tanggung
oleh ayah.

Ketentuan mengenai aturan biaya untuk
pemeliharaan dijelaskan pada Pasal 105 KHI
pada ayat (3) dan pada Pasal 156 mengenali
akibat dari perceraian. Ketentuan pada Pasal
156 huruf (d) menyatakan bahwa : semua
biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi
tanggungan ayah menurut kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
(21 tahun).

8BUndang-Undang No.1 tahun 1974
Tentang Perkawinan Pasal 45.

“1bid.

Berbicara mengenai  hak  asuh,
sesungguhnya hak asuh anak berbeda dengan
pemeliharaan anak. Sebelumnya digambarkan
dalam undang-undang bahwa pemeliharaan
anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua.
Pemeliharaan ini menyangkut pengasuhan,
perawatan, sehingga anak dijaga agar tidak
terkena bahaya. Berbeda dengan pemeliharan,
hak asuh anak adalah hak atau kewenangan
yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban
merawat dan mendidik anak. Pihak orang tua
yang telah bercerai menerima hak asuh anak
(hak hadhanah) adalah orang tua yang
mempunyai kecakapan dan kecukupan.
Dalam perselisihan perkara hak asuh
anak (hak hadhanah) hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara hadhanah haruslah
bersikap hati-hati dan teliti. Bersikap hati-hati
disini  maksudnya adalah hakim harus
memberikan suatu keputusan yang adil, tidak
memihak salah satu pihak yang berperkara.
Dengan memutuskan hak asuh kepada orang
yang tepat, harapannya adalah semata-mata
untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak.
Mengingat menjaga kelangsungan hidup anak
dengan menjaga mental dari sisi jasmani dan
rohani itu sangat penting.’® Oleh karena itu
penulis tertarik untuk membahas dua hal yaitu
faktor yang menjadi landasan para Hakim di
Sleman  dalam

Pengadilan ~ Agama

5 Umar Haris Sanjaya,. Aunur Rahim Fagjih,
Hukum Perkawinan.. ., 140-145.
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hak asuh
jjtihad Hakim dalam

penyelesaian anak
(hadhanah) dan

perspektif Hukum Islam.

perkara

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field
research), dimana di dalam penelitian ini
dilakukan metode wawancara yang di
langsungkan di lingkup Pengadilan Agama
Sleman. Pendekatan penelitian ini adalah
model pendekatan yuridis yang merupakan
suatu pendekatan yang digunakan sebagai
bahan hukum utama, yang dengan cara
mempelajari penerapan norma-norma atau
kaidah hukum dan landasan hukum yang
dilakukan dalam praktik hukum. Terutama
mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh
Pengadilan Agama Sleman lalu dipelajari
untuk di analisis. Dan juga menggunakan
pendekatan normatif yaitu cara pandang agama
dalam  mengkaji
berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai

permasalahan  dengan
pedoman dasar dalam kehidupan manusia.
Lokasi penelitian adalah suatu acuan
tempat yang menjadi basis penelitian. Dalam
penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama
Sleman Yogyakarta di tentukan secara sengaja
(Purposive), karena di Pengadilan Agama
Sleman terdapat kasus hadhanah sesuai
dengan kasus yang ingin di teliti oleh

penulis.*®

16Sugiyono,  Memahami  Penelitian
Kualitatif, Cet-6, (Bandung: Alfabeta, 2006), 145.
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Teknik  pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini terdapat dua
sumber data adalah:*’
1. Wawancara

Data wawancara diperoleh langsung
meminta Keterangan dari Pengadilan Agama
Sleman Yogyakarta, diantaranya berupa
interview (wawancara) yang dirujuk kepada
Para Hakim yang ditujuk oleh ketua
Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta untuk
menangani penelitian pertimbangan Hakim
dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak di
Pengadilan Sleman di Tahun 2017.

2. Telaah Dokumen

Data diambil dari tempat penelitian atau
perpustakaan yang berupa literatur-literatur,
dalam kitab-kitab figih, buku-buku, dokumen-
dokumen, jurnal-jurnal sebagai acuan untuk
kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang
di butunkan yang dapat diambil dari tempat
penelitian berupa data autentik yaitu berkas
putusan perkara hak asuh anak (hadhanah).
Oleh karena itu dengan adanya telaah
dokumen, sumber data tersebut diharapkan
dapat menunjang dan melengkapi data-data
yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian
ini.18

Adapun teknik analisis data pad
apenelitian ini menggunakan metode deskriftif
dengan analisis secara kualitatif. Analisis

secara kualitatif adalah menguraikan data ke

17 Sugiyono, Memahami Penelitian..., 147.
183ugiyono, Memahami Penelitian..., 146.
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dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan
efektif
interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

sehingga mampu  memudahkan
Dan setelah tahap pengumpulan data dan
pengelolaan data tentang pertimbangan Hakim
dalam memutuskan perkara hak asuh anak
(hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman,
maka tahap selanjutnya yaitu tahap
menganalisanya. Maka dalam penelitian ini, di
gunakan metode analisis kualitatif. Analisis
kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan
data dengan pelajari hasil yang di peroleh saat
Maka di

kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Untuk

penelitian. peroleh arti dan
mengetahui apa saja yang menjadi sumber
hukum bagi Hakim dalam memutuuskan
perkara hak asuh anak (hadhanah) tersebut.
Pertama yaitu mengumpulkan data yang ada,
seteelah data terkumpul kemudian diolah dan
dipilah dan data yang tidak relevan dibuang,
lalu diadakan penyajian data untuk ditarik
menjadi  kesimpulan.  Setelah data-data
terkumpul lengkap, lalu diadakan penyajian
data lagi yang susunannya dibuat dengan
sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat

diuraikan berdasarkan data tersebut.'®

HASIL DAN PEMBAHASAN

19 Sugiyono, Memahami  Penelitian
Kualitatif.. ., 147.

DAnalisis Wawancara Kepada Hakim
Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada

tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

1. Landasan Hakim di PA Sleman dalam
Perkara Hak Asuh Anak
Berdasarkan ketentuan aturan Pasal 54
Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku
di lingkunagan Pengadilan Agama merupakan
aturan hukum acara perdata yang juga berlaku
di lingkungan Peradilan Umum. Di samping
aturan hukum acara khusus yang diatur
tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara
sengketa perkawianan yang di dalam perkara
tersebut saling merebut hak asuh anak
(hadhanah) atau memeriksa  sengketa
permohonan hak asuh anak (hadhanah).°
Hukum acara khusus mengenai aturan
tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan
terdapat dalam peraturan dan perundang-
undangan sebagai berikut :?*

a. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989,
tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 3 Tahun 2006 dan Perubahan
ke-1l dengan Undang-Undang Nomer
50 Tahun 20009.

b. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan.

¢. Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun
1975, tentang Aturan Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan.

ZAnalisis Wawancara Kepada Hakim
Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada
tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.
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d. Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun
1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

e. Peraturan Menteri Agama Nomer 2
Tahun 1987, tentang Wali Hakim.

f. Dan aturan lain yang berkenaan dengan
sengketa perkawinan, kitab figh Islam

sebagai sumber penemuan hukum.

Dalam hukum acara khusus meliputi

pengaturan tentang bentuk dan proses
berperkara, kewenangan relative pengadilan,
pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian,
upaya damai, biaya perkara, putusan hakim
dan upaya hukum serta penerbitan Akta
Cerai.?> Perkara hak asuh anak (hadhanah)
terjadi karena adanya perceraian yang terjadi
diantara kedua orang tua dari anak tersebut
sehingga timbullah perkara baru di dalam
perceraian, maka dari itu akibat putusnya
perkawinan sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa
akibat putusnya perkawinan, maka kedua
orang tua diwajibkan ;23
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan
kepentingan anak bilamana ada

perselisihnan  mengenai  penguasaan

22Analisis Wawancara Kepada Hakim
Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada
tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.
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anak-anak  pengadilan  memberi
keputusan;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu ;
bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut.
Pengadilan dapat menentukan bahwa
ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas isteri;?*

Faktor-faktor yang menjadi landasan
hukum para Hakim beracara di Pengadilan
Agama dalam menyelesaian sengketa perkara
hak asuh anak (hadhanah) berdasarkan pada
aturan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974
tentang Perkawianan, Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Belum ada aturan
undang-undang yang secara khusus mengatur
tentang sengketa hak asuh anak (hadhanah).
Dalam menetapkan keputusan sengketa hak
asuh anak (hadhanah) hakim menggunakan
aturan undang-undang yang berlaku dan
apabila hakim tidak menemukan titik temu

aturan hukum yang berlaku maka hakim tidak

ZBAnalisis Wawancara Kepada Hakim
Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada
tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

24pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
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semata-mata mendasarkan pada ketentuan
hukum tertulis akan tetapi hakim harus pula
mendasarkan ~ pada  pengetahuan  dan
pengalaman empiris yang telah dialaminya dan
semata-mata hanya untuk kepentingan masa
depan anak agar terhidar dari kemudaratan.?®
Bentuk gugatan hak asuh anak
(hadhanah) terdapat 2 bentuk, diantaranya
dalam bentuk gugatan komulasi atau dalam
bentuk gugatan rekonvensi dan gugatan
permohonan hak asuh anak. Bentuk gugatan
komulasi atau dalam bentuk gugatan
rekonvensi dalam mengadili perkara hak asuh
anak (hadhanah) di yang

diperiksa terlebih dahulu adalah gugatan

persidangan,

perceraiannya lalu setelah selesai, baru perkara
hadhanahnya yang kemudian di periksa.?®
Dalam memutuskan perkara hak asuh
anak (hadhanah), hakim Pengadilan Agama
Sleman sangat berhati-hati dalam menjatuhkan
putusan dan tidak mudah seperti membalikkan
telapak tangan, dengan artian bahwa hakim
tidak menjatuhkan hak asuh anak kepada para
pihak yang berkepentingan egoisnya di
dalamnya perkara ini, maka hakim memeriksa
para pihak dan anak yang bersangkutan agar
diketahui siapa yang lebih berhak mengasuh

anak tersebut?’ sebagaimana telah diatur

ZHasil wawancara kepada Hakim PA
Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul
08.30 WIB.

%Hasil wawancara kepada Hakim PA
Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul
08.30 WIB.

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 49:

(1) Salah seorang atau kedua orang
tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih
untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus ke
atas dan saudara kandung yang
telah dewasa atau pejabat yang

berwenang:

a) la sangat melalaikan
kewajibannya terhadap
anaknya;

b) la berkelakuan buruk sekali;

(2 Meskipun orang tua dicabut
kekuasaannya, mereka masih
berkewajiban  untuk  memberi
pemeliharaan  kepada  anak
tersebut?®

Aturan undang-undang diatas

menjelaskan bahwa hak asuh anak terhadap
orang tua yang melalaikan kewajibannya
terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali
terhadap anaknya sendiri dapat menggugurkan
hak asuh anak yang mumayyiz/belum dewasa.

Berdasarkan beberapa semple data
terkait putusan Pengadilan Agama Sleman
dalam mengadili perkara hak asuh anak
(hadhanah) pada tahun 2017. Dapat penulis
simpulkan, bahwa hakim dalam mengadili

perkara hak asuh anak (hadhanah) pada tahun

2’Hasil wawancara kepada Hakim PA
Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul
08.30 WIB.

2Pasal 49 Undang-Undang Nomer 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
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2017, hak asuh anak (hadhanah) 100%
(seratus persen) jatuh kepada ibu. Adapun
sebab putusan hak asuh anak (hadhanah)
tersebut jatuh ke ibu karena sang ayah lalai
akan tugasnya sebagai ayah dan anak yang
belum mumayyiz selalu dalam rawatan ibu, dan
juga masih membutuhkan kasih sayang dan
perhatian seorang ibu.?

Namun dengan jatuhnya hak asuh anak
(hadhanah) ke ibu, bukan berarti sang ayah
lalu lepas dengan tanggung jawabnya sebagali
orang tua. Hakim dalam hal ini tidak hanya
memeriksa siapa yang lebih berhak atas hak
asuh anak tersebut, hakim juga membebankan
biaya hak asuh anak (hadhanah) kepada sang
ayah dengan menetapkan berapa biaya yang
wajib diberikan kepada sang anak setiap

bulannya.*°

2. ljtihad Hakim PA Sleman dalam

Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Hakim adalah orang yang bijaksana dan juga
suatu aparat penegak hukum dan keadilan.
Hakim wajib mengadili, memahami dan
hidup dalam masyarakat agar putusannya

memenuhi rasa keadilan dan hakim dapat

2Hasil wawancara kepada Panitera PA
Sleman Bapak Muslih pada 01-02-2019, pukul
09.00 WIB.

%Hasil wawancara kepada Hakim PA
Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul
08.30 WIB.
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membentuk hukum pada kasus-kasus yang
dihadapi.

Hakim Pengadilan Agama merupakan
hakim Negara di bidang syariah. Hakim
Pengadilan Agama dalam memutusakan
(hadhanah)
berlandasakan pada salah satu aturan hukum

perkara hak asuh anak
Islam yang sudah menjadi hukum Positif
sebagaimana telah di aturan dalam Kompilasi
Hukum Islam yang menjadi pedoman umat
muslim di Indonesia dalam menyelesaikan
perkara syariah. Kompilasi Hukum Islam
merupakan hasil ijtihad para ulama besar
Indonesia yang di selaraskan dengan
kebutuhan umat muslim yang ada di Indonesia
sehingga dengan adanya aturan Kompilasi
Hukum Islam disini agar terhidarnya berbagai
macam pendapat dalam menetapakan suatu
putusan perkara syariah.®!

Aturan Kompilasi Hukum Islam terkait
hadhanah di sebutkan dalam Pasal 105 dan
Pasal 106 ; Pasal 105, dalam hal ini terjadinya
perceraian:

Pasal 105:

(1) Pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz, atau belum berumur 12
(dua belas) tahun adalah hak ibunya;

(2) Pemeliharaan anak yang sudah
mumayyiz, diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau

31Hasil wawancara kepada Hakim PA
Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul
08.30 WIB.
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ibunya sebagai

pemeliharaannya;
(3) Biaya pemeliharaan

tanggung oleh ayah;

pemegang hak

anak di

Menyangkut harta yang dimiliki anak di
dalam Pasal 106 diatur:

Pasal 106:

(1) Orang tua berkewajiban merawat
dan  mengembangkan  harta
anaknya yang belum dewasa atau
di bawah pengampunan dan tidak
diperbolehkan memindahkan, atau
mengadaikan. Kecuali karena
keperluan yang mendesak jika
kepentingan dan kemaslahatan
anak itu menghendaki atau sesuatu
kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan lagi;

(2) Orang tua bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkan, karena
kesalahan dan kelalaian dari
kewajiban tersebut pada ayat (1);

Namun putusan hakim juga tidak
semata-mata mendasarkan pada ketentuan
hukum tertulis atau aturan kompilasi hukum
tetapi
pada

Islam  saja, hakim harus pula

mendasarkan pengetahuan  dan
pengalaman empiris yang dialaminya namun
tetap berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan

ijtihad hakim terdahulu.

KESIMPULAN
Faktor yang menjadi landasan kebijakan hakim
dalam penyelesaian perkara hadhanah dapat

disimpulkan terdiri dari yaitu undang-undang

32Hasil wawancara kepada Hakim PA
Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul
08.30 WIB.

yang berlaku diantaranya aturan hak asuh anak
(hadhanah) di dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak yang berlaku dalam lingkup beracara di
pengadilan  dalam  mengadili,  serta
pengetahuan dan pengalaman empiris Hakim
demi kepentingan anak dan menghindarkan
kemudharatan anak itu sendiri.

litihad Hakim dalam memutuskan
hak  asuh (hadhanah)

berlandaskan pada salah satu aturan hukum

perkara anak
Islam yang sudah menjadi hukum Positif yaitu

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi
pedoman umat Muslim dalam menyelesaikan
perkara. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini
merupakan hasil ijtihad para ulama besar
Indonesia yang diselaraskan dengan kebutuhan
umat muslim yang ada di Indonesia yang
bertujuan untuk menghindari berbagai macam
pendapat dalam menetapkan suatu putusan
perkara, namun jika hakim tidak menemukan
aturan hukum yang membahas suatu perkara
tertentu, maka hakim bermusyawarah dengan
majelis  hakim  lainnya

dengan tetap

berdasarkan pada undang-undang yang
berlaku dan juga berdasarkan Al-Qur’an,

Hadits dan ijtihad hakim terdahulu.
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ITMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH
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CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish
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1 When h is not final. 2 In construct state: at. 3 For the article, al- and --.

ARABIC AND PERSIAN

g

VOWELS

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long | or 4 a words of Arabic
5 & & and Persian
origin only
¢ i i
Doubled :_5; iyy (final form 1) iy (final form 1)
w A
s—  uww (final form @) uvv
Diphthongs s auoraw ev
¢ aioray ey
Short - a aore
2
- u uorii/oord

1tor i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.
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